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Abstrak 
Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan organisasi, 
baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan SDM adalah melalui penerapan analisis dan evaluasi jabatan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis peran analisis jabatan dan evaluasi jabatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari modul 
Analisis dan Evaluasi Jabatan, buku manajemen sumber daya manusia, artikel jurnal nasional dan internasional terbit tahun 
2020–2025, serta regulasi pemerintah yang berkaitan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis data dilakukan 
menggunakan teknik content analysis melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa analisis jabatan menghasilkan informasi mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, kompetensi, serta 
indikator kinerja yang menjadi dasar dalam penyusunan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis 
beban kerja. Penerapan analisis dan evaluasi jabatan secara terpadu mampu meningkatkan objektivitas pengelolaan SDM, 
memperjelas pembagian tugas, mendukung pengembangan kompetensi pegawai, serta meningkatkan efektivitas organisasi. 
Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi dalam mengembangkan sistem manajemen sumber 
daya manusia yang lebih efektif dan berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Analisis Beban Kerja, Organisasi Publik. 

 
PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset strategis yang menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai 
tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola 
kompetensi, kinerja, dan pengembangan pegawai secara sistematis (Armstrong, 2021; Dessler, 2020; Mathis et al., 2021). Oleh 
karena itu, organisasi perlu menerapkan praktik manajemen sumber daya manusia yang sistematis agar mampu meningkatkan 
produktivitas, efektivitas kerja, serta daya saing organisasi di tengah perubahan lingkungan yang semakin dinamis.  

Salah satu praktik fundamental dalam manajemen sumber daya manusia adalah analisis jabatan (job analysis). Analisis 
jabatan menjadi dasar bagi organisasi dalam Menyusun deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, proses rekrutmen, penilaian kinerja, 
hingga pengembangan karier pegawai secara objektif (Dessler, 2020; Cascio & Aguinis, 2023). Karena itu, kualitas pengelolaan 
SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas analisis jabatan yang dimiliki organisasi. 

Perkembangan teknologi digital, perubahan proses bisnis, dan meningkatnya tuntutan pelayanan menyebabkan 
karakteristik pekerjaan mengalami perubahan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menuntut organisasi untuk memperbarui 
analisis jabatan secara berkala agar uraian tugas dan kompetensi yang dipersyaratkan tetap sesuai dengan kebutuhan aktual. 
Organisasi yang tidak melakukan pembaruan analisis jabatan berpotensi mengalami ketidaksesuaian antara kemampuan pegawai 
dengan tuntutan pekerjaan sehingga dapat berdampak pada menurunnya produktivitas, efektivitas kerja, dan kualitas pelayanan.   

Selain analisis jabatan, evaluasi jabatan (job evaluation) memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan 
SDM yang objektif dan adil. Evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai relatif setiap jabatan berdasarkan tingkat 
tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, risiko pekerjaan, serta kontribusi jabatan terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi jabatan menjadi dasar penyusunan struktur penggajian, promosi, mutasi, 
pengembangan karier, dan pengelompokan jabatan sehingga keputusan yang diambil lebih transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan analisis jabatan secara sistematis memberikan dampak positif 
terhadap efektivitas organisasi. Kajian Systematic Literature Review yang dilakukan oleh Rahma Kurnia (2025) menyimpulkan 
bahwa analisis jabatan mampu meningkatkan efektivitas kerja melalui kejelasan tugas, kesesuaian kompetensi pegawai dengan 
pekerjaan, serta menjadi dasar perencanaan SDM, pelatihan, dan pengembangan karier.   Selain itu, penelitian mengenai 
pemetaan kompetensi berbasis analisis jabatan menunjukkan bahwa penyusunan uraian pekerjaan yang tepat membantu 
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organisasi menetapkan standar kompetensi setiap jabatan secara lebih akurat sehingga mendukung proses pengembangan 
pegawai. 

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas analisis jabatan secara terpisah dari 
evaluasi jabatan, analisis beban kerja, maupun indikator kinerja. Padahal dalam praktik manajemen sumber daya manusia, 
seluruh komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang utuh. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya 
research gap, yaitu belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis jabatan, desain pekerjaan, deskripsi jabatan, 
spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan, indikator kinerja, dan analisis beban kerja dalam satu kajian komprehensif yang dapat 
dijadikan dasar pengelolaan SDM. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran analisis dan evaluasi jabatan dalam 
meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia melalui pendekatan studi pustaka. Artikel ini tidak hanya membahas 
konsep teoritis, tetapi juga mengintegrasikan hasil penelitian terdahulu dan contoh implementasi pada organisasi sektor publik, 
sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi organisasi dalam 
mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang lebih efektif, objektif, dan berkelanjutan. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pembahasan konsep atau implementasi analisis 
jabatan secara parsial, penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep analisis dan evaluasi jabatan melalui studi pustaka, tetapi juga 
menyusun kerangka perancangan analisis jabatan yang sistematis serta mengaitkannya dengan implementasi pada Dinas Sumber 
Daya Air Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tahapan 
analisis jabatan yang relevan dengan kebutuhan organisasi sektor publik sekaligus mendukung efektivitas pengelolaan sumber 
daya manusia. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan tersebut 
dipilih karena memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, dan regulasi yang relevan 
sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian (Sugiyono, 2022; Creswell, 2023; Yin, 2021). 

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari buku-buku manajemen sumber daya manusia, 
modul Analisis dan Evaluasi Jabatan, artikel jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan pada periode 2020–2025, 
serta berbagai regulasi pemerintah yang berkaitan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan instansi 
pemerintah. Pemilihan referensi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi terhadap 
topik penelitian, serta kebaruan informasi sehingga data yang digunakan mampu memberikan landasan ilmiah yang kuat. (Zed, 
2020; Creswell & Creswell, 2023). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, 
mengelompokkan, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh data dianalisis 
menggunakan teknik content analysis untuk menemukan pola hubungan, kesamaan konsep, serta perbedaan hasil penelitian 
terdahulu mengenai implementasi analisis dan evaluasi jabatan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi 
data, penyajian data, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan pembahasan yang komprehensif 
mengenai peran analisis dan evaluasi jabatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. 

Untuk memperkuat hasil kajian, penelitian ini juga menyajikan contoh implementasi analisis dan evaluasi jabatan pada 
Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagai ilustrasi penerapan konsep dalam organisasi sektor publik. Studi kasus 
tersebut digunakan untuk menunjukkan bagaimana informasi hasil analisis jabatan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan 
deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, pembagian tugas, analisis beban kerja, serta evaluasi jabatan guna mendukung efektivitas 
pelaksanaan tugas organisasi. 

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis yang bertujuan mengidentifikasi, menginterpretasikan, 
serta mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber pustaka yang telah dipilih. Proses analisis dimulai dengan reduksi data 
untuk menyaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk uraian 
deskriptif dan tabel, kemudian dilakukan interpretasi terhadap hubungan antar konsep sehingga diperoleh gambaran mengenai 
kontribusi analisis jabatan dan evaluasi jabatan terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Hasil analisis selanjutnya 
dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta kontribusi penelitian 
ini dalam memperkaya kajian mengenai manajemen sumber daya manusia. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Jabatan sebagai Fpndasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Analisis jabatan merupakan fondasi utama dalam sistem manajemen sumber daya manusia karena menghasilkan 
informasi yang komprehensif mengenai karakteristik suatu jabatan. Informasi tersebut meliputi tujuan jabatan, tugas pokok, 
tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, standar kompetensi, kondisi kerja, hingga indikator keberhasilan pelaksanaan 
pekerjaan. Keberadaan informasi tersebut menjadi dasar bagi organisasi dalam menyusun berbagai kebijakan pengelolaan 
sumber daya manusia secara lebih objektif dan sistematis. (Dessler, 2020; Armstrong, 2021; Mondy & Martocchio, 2021). 

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa organisasi yang melaksanakan analisis jabatan secara berkala cenderung 
memiliki sistem pengelolaan SDM yang lebih efektif dibandingkan organisasi yang belum melakukan pembaruan informasi 
jabatan. Perubahan lingkungan kerja, perkembangan teknologi, transformasi digital, serta perubahan struktur organisasi 
menyebabkan karakteristik pekerjaan terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, dokumen analisis jabatan perlu 
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diperbarui secara berkala agar tetap menggambarkan kondisi pekerjaan yang sebenarnya. (Cascio & Aguinis, 2023; Robbins & 
Judge, 2022). 

Dalam praktiknya, proses analisis jabatan diawali dengan identifikasi seluruh jabatan yang terdapat dalam organisasi. 
Selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi mengenai aktivitas kerja melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, 
maupun studi dokumentasi. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menghasilkan uraian jabatan (job description) 
dan spesifikasi jabatan (job specification) yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. 
(Mathis et al., 2021; Dessler, 2020). 

Analisis jabatan juga berperan dalam mengurangi terjadinya tumpang tindih pekerjaan antarpegawai. Ketidakjelasan 
pembagian tugas sering kali menyebabkan rendahnya koordinasi, konflik peran, bahkan menurunnya kualitas pelayanan 
organisasi. Dengan adanya analisis jabatan yang baik, setiap pegawai memahami ruang lingkup pekerjaannya sehingga proses 
koordinasi menjadi lebih efektif dan efisien. 

Selain memberikan kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab, analisis jabatan juga menjadi dasar penyusunan 
standar kompetensi jabatan. Organisasi dapat mengidentifikasi kemampuan teknis, kemampuan manajerial, maupun kompetensi 
perilaku yang dibutuhkan sehingga proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, serta pengembangan pegawai dapat dilaksanakan secara 
lebih tepat sasaran. 
Untuk memperjelas manfaat analisis jabatan dalam pengelolaan SDM, hasil kajian penelitian ini dirangkum pada Tabel 1 
 
Tabel 1. Manfaat Analisis Jabatan terhadap Pengelolaan SDM 

Aspek Pengelolaan SDM Kontribusi Analisis Jabatan 
Rekrutmen dan Seleksi Menentukan kriteria calon pegawai sesuai kebutuhan jabatan 
Pelatihan dan Pengembangan Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi sehingga pelatihan 

lebih tepat sasaran 
Penilaian Kinerja Menjadi dasar penyusunan indikator kinerja yang objektif 
Pengembangan Karier Mendukung penyusunan jalur karier berdasarkan kompetensi 

jabatan 
Kompensasi  Menjadi dasar evaluasi jabatan dan penyusunan struktur 

penggajian 
Analisis Beban Kerja Menentukan kebutuhan jumlah pegawai sesuai volume 

pekerjaan 
 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa analisis jabatan memiliki keterkaitan dengan hampir seluruh fungsi 
manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, kualitas hasil analisis jabatan akan memengaruhi kualitas kebijakan SDM 
yang diterapkan organisasi. Semakin lengkap informasi jabatan yang dihasilkan, semakin mudah organisasi dalam menyusun 
sistem pengelolaan pegawai yang objektif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. 
Penyusunan Daftar Tugas Jabatan 

Salah satu keluaran utama dari analisis jabatan adalah tersusunnya daftar tugas (task list) yang menggambarkan seluruh 
aktivitas kerja yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan. Daftar tugas disusun berdasarkan hasil identifikasi aktivitas kerja 
sehari-hari sehingga mampu menggambarkan kondisi pekerjaan secara nyata. Penyusunan daftar tugas yang akurat menjadi dasar 
bagi organisasi dalam menetapkan pembagian pekerjaan secara proporsional dan menghindari terjadinya duplikasi tugas 
antarjabatan. (Armstrong, 2021; Mondy & Martocchio, 2021). 

Daftar tugas tidak hanya memuat aktivitas utama, tetapi juga aktivitas pendukung yang berkontribusi terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap tugas harus dirumuskan menggunakan kalimat yang jelas, spesifik, mudah 
dipahami, serta dapat diukur tingkat pencapaiannya. Penyusunan daftar tugas yang terlalu umum berpotensi menimbulkan 
multitafsir sehingga menyulitkan proses pengawasan maupun evaluasi kinerja pegawai. 

Dalam organisasi sektor publik, penyusunan daftar tugas memiliki peranan penting karena berkaitan dengan 
akuntabilitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pegawai dituntut memahami tugas dan fungsi jabatannya agar 
proses pelayanan dapat berlangsung secara efektif sesuai standar operasional yang berlaku. 

Sebagai ilustrasi, hasil identifikasi tugas pada jabatan staf administrasi keuangan di Dinas Sumber Daya Air Provinsi 
Jawa Barat menunjukkan bahwa pegawai melaksanakan berbagai aktivitas administrasi yang saling berkaitan, mulai dari 
pemeriksaan kelengkapan dokumen keuangan, pengarsipan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), pencatatan administrasi, 
hingga koordinasi dengan unit kerja terkait. Seluruh aktivitas tersebut menjadi dasar penyusunan uraian jabatan sehingga ruang 
lingkup pekerjaan dapat dipahami secara jelas oleh pemegang jabatan maupun atasan langsung. 

Untuk mempermudah identifikasi tugas, organisasi umumnya mengelompokkan pekerjaan berdasarkan frekuensi 
pelaksanaan, tingkat kepentingan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan tersebut membantu 
organisasi dalam menentukan prioritas pekerjaan sekaligus menjadi dasar penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur. 
2. Kerangka Perancangan Analisis dan Evaluasi Jabatan  

Analisis dan evaluasi jabatan yang efektif memerlukan suatu kerangka perancangan yang sistematis agar informasi yang 
dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang manajemen sumber daya manusia. Perancangan 
tersebut diawali dengan penentuan tujuan analisis jabatan, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai tugas, tanggung jawab, 
wewenang, kompetensi, hubungan kerja, serta persyaratan yang dibutuhkan dalam setiap jabatan. Informasi tersebut selanjutnya 
menjadi dasar penyusunan deskripsi jabatan (job description), spesifikasi jabatan (job specification), indikator kinerja, evaluasi 
jabatan, hingga analisis beban kerja (Dessler, 2020; Armstrong, 2021; Cascio & Aguinis, 2023). 
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Dalam penelitian ini, perancangan analisis dan evaluasi jabatan disusun berdasarkan pendekatan studi pustaka yang 
dipadukan dengan ilustrasi implementasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Pendekatan tersebut memungkinkan 
peneliti mengintegrasikan konsep-konsep teoritis dengan kondisi nyata organisasi sehingga diperoleh gambaran mengenai 
penerapan analisis jabatan dalam mendukung efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, hasil penelitian 
tidak hanya menjelaskan konsep analisis jabatan secara teoritis, tetapi juga menunjukkan tahapan yang dapat digunakan 
organisasi dalam merancang proses analisis dan evaluasi jabatan secara sistematis. 

Identifikasi Jabatan 
          ↓ 
Menentukan Tujuan Analisis 
          ↓ 
Pengumpulan Data 
(Wawancara–Observasi–Dokumentasi–Literatur) 
          ↓ 
Analisis Data Jabatan 
          ↓ 
Job Description 
          ↓ 
Job Specification 
          ↓ 
Indikator Kinerja 
          ↓ 
Evaluasi Jabatan 
          ↓ 
Analisis Beban Kerja 
          ↓ 
Rekomendasi Pengelolaan SDM 
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa analisis jabatan merupakan proses yang saling berkaitan, dimulai dari identifikasi 

karakteristik jabatan hingga penyusunan rekomendasi pengelolaan sumber daya manusia. Pada studi kasus Dinas Sumber Daya 
Air Provinsi Jawa Barat, kerangka tersebut tercermin dalam pembagian tugas administrasi keuangan, penyusunan uraian tugas 
setiap jabatan, penetapan tanggung jawab sesuai struktur organisasi, serta evaluasi beban kerja yang mendukung kelancaran 
proses administrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perancangan analisis dan evaluasi jabatan tidak hanya menghasilkan 
dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas 
pengelolaan sumber daya manusia (Mathis et al., 2021; Robbins & Judge, 2022). 
3. Hubungan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang dalam Pelaksanaan Jabatan 

Hubungan antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu 
jabatan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam penyusunan struktur pekerjaan yang jelas sehingga setiap pegawai 
memahami peran yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi. Melalui analisis jabatan, organisasi mampu 
mengidentifikasi secara sistematis aktivitas yang harus dilakukan, tanggung jawab yang harus dipenuhi, serta batas kewenangan 
yang dimiliki oleh setiap pemegang jabatan. Kejelasan hubungan tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas 
pelaksanaan pekerjaan sekaligus meminimalkan terjadinya tumpang tindih tugas maupun konflik antarpegawai. 

Tugas menggambarkan serangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan oleh pemegang jabatan untuk mencapai tujuan 
organisasi. Setiap tugas memiliki target penyelesaian, prosedur kerja, serta standar hasil yang harus dipenuhi. Tanggung jawab 
menunjukkan kewajiban pegawai terhadap pelaksanaan tugas tersebut, termasuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan 
kepada atasan sesuai struktur organisasi. Sementara itu, wewenang merupakan hak yang diberikan organisasi kepada pemegang 
jabatan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu dalam rangka menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung 
jawabnya. Apabila salah satu komponen tersebut tidak dirumuskan secara jelas, maka efektivitas pelaksanaan pekerjaan akan 
sulit dicapai karena pegawai tidak memiliki batasan peran yang tegas. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara 
jelas cenderung memiliki koordinasi kerja yang lebih baik dibandingkan organisasi yang belum menyusun analisis jabatan secara 
sistematis. Kejelasan tersebut memudahkan proses komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan 
akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan. Sebaliknya, ketidakjelasan pembagian peran sering menimbulkan duplikasi pekerjaan, 
keterlambatan penyelesaian tugas, bahkan konflik kewenangan yang berdampak pada menurunnya produktivitas organisasi. 

Pada organisasi sektor publik, hubungan tugas, tanggung jawab, dan wewenang memiliki arti yang lebih strategis karena 
berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap pegawai dituntut melaksanakan tugas sesuai fungsi 
jabatannya dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Oleh karena itu, analisis jabatan 
menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap jabatan memiliki ruang lingkup pekerjaan yang jelas serta tidak 
bertentangan dengan ketentuan organisasi. 

Sebagai ilustrasi, pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, staf administrasi keuangan memiliki tugas 
melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen keuangan, pengarsipan Surat Perintah Membayar (SPM), pencatatan 
administrasi, serta membantu proses verifikasi dokumen sebelum diajukan kepada unit terkait. Tanggung jawab pegawai tidak 
hanya memastikan dokumen tersusun secara sistematis, tetapi juga menjamin ketepatan, kelengkapan, dan keamanan arsip 
keuangan. Adapun wewenang yang dimiliki terbatas pada pemeriksaan administrasi, penyusunan dokumen, serta koordinasi 
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dengan unit kerja terkait tanpa mengambil keputusan mengenai persetujuan anggaran. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa 
setiap unsur pekerjaan telah memiliki batasan yang jelas sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih efektif. 
Untuk memberikan gambaran hubungan ketiga komponen tersebut, hasil kajian disajikan pada Tabel 2. 
 
Tabel 3. Hubungan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang 

Komponen Uraian Kontribusi Terhadap Organisasi 
Tugas  Aktivitas yang harus dilaksanakan sesuai 

fungsi jabatan 
Menjadi pedoman pelaksanaan 
pekerjaan sehari-hari 

Tanggung jawab Kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai 
standar organisasi 

Meningkatkan akuntabilitas dan 
kualitas hasil kerja 

Wewenang  Hak mengambil Keputusan sesuai ruang 
lingkup jabatan 

Mempercepat proses kerja dan 
koordinasi antarunit 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dipahami bahwa hubungan antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang membentuk satu 
kesatuan yang mendukung efektivitas organisasi. Ketiganya harus disusun secara proporsional melalui analisis jabatan agar tidak 
terjadi ketimpangan antara beban kerja, tanggung jawab, dan hak pengambilan keputusan yang dimiliki pegawai. 
4. Penyusunan Deskripsi Jabatan (Job Description) 

Deskripsi jabatan (job description) merupakan dokumen yang menjelaskan secara rinci mengenai identitas jabatan, 
tujuan jabatan, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, serta kondisi pelaksanaan pekerjaan. Dokumen 
ini menjadi salah satu hasil utama dari proses analisis jabatan dan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai fungsi 
manajemen sumber daya manusia. Keberadaan deskripsi jabatan memungkinkan organisasi memiliki standar yang sama 
mengenai ruang lingkup pekerjaan setiap jabatan sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara lebih terarah dan terukur. 

Penyusunan deskripsi jabatan diawali dengan pengumpulan informasi mengenai aktivitas kerja melalui observasi, 
wawancara, kuesioner, maupun telaah dokumen organisasi. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tugas 
utama, tugas tambahan, tanggung jawab, hubungan koordinasi, serta hasil kerja yang diharapkan. Seluruh informasi disusun 
secara sistematis sehingga menghasilkan dokumen yang mudah dipahami oleh pemegang jabatan maupun pihak manajemen. 

Kejelasan deskripsi jabatan memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Dalam proses rekrutmen, deskripsi jabatan 
menjadi acuan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai. Pada tahap orientasi pegawai, dokumen tersebut 
membantu pegawai memahami tugas dan tanggung jawab sejak awal bekerja. Selain itu, deskripsi jabatan juga digunakan sebagai 
dasar penyusunan indikator kinerja, evaluasi jabatan, pengembangan kompetensi, serta penilaian prestasi kerja. 

Dalam konteks organisasi publik, deskripsi jabatan memiliki fungsi penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan 
tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut juga menjadi dasar penyusunan peta jabatan, analisis 
kebutuhan pegawai, serta analisis beban kerja yang dilaksanakan secara berkala. 

Penerapan deskripsi jabatan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa setiap jabatan 
memiliki uraian tugas yang disusun berdasarkan fungsi unit kerja. Sebagai contoh, jabatan staf administrasi keuangan memiliki 
tujuan utama mendukung kelancaran pengelolaan administrasi keuangan melalui pengarsipan dokumen, pencatatan administrasi, 
pemeriksaan kelengkapan berkas, serta koordinasi dengan unit terkait. Kejelasan uraian tersebut membantu pegawai memahami 
prioritas pekerjaan sekaligus memudahkan atasan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. 
Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi deskripsi jabatan, contoh komponennya disajikan pada Tabel  
 
Tabel 4. Komponen Deskripsi Jabatan 

Komponen Keterangan 
Nama Jabatan Identitas jabatan dalam struktur organisasi 
Tujuan jabatan Sasaran utama keberadaan jabatan 
Tugas Pokok Aktivitas utama yang harus dilaksanakan 
Tanggung Jawab Kewajiban terhadap hasil pekerjaan 
Wewenang  Hak yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas 
Hubungan Kerja Koordinasi internal maupun eksternal 
Hasil Kerja Output yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas 

Deskripsi jabatan yang disusun secara sistematis akan memberikan kepastian mengenai ruang lingkup pekerjaan 
sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya. Oleh karena itu, organisasi 
perlu melakukan evaluasi dan pembaruan dokumen deskripsi jabatan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan 
lingkungan kerja, perubahan struktur organisasi, maupun tuntutan pelayanan yang semakin dinamis. 

 
5. Penyusunan Spesifikasi Jabatan (Job Specification) 

Selain menghasilkan deskripsi jabatan, analisis jabatan juga menghasilkan spesifikasi jabatan (job specification) yang 
memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif. 
Spesifikasi jabatan menjelaskan karakteristik individu yang dibutuhkan organisasi, meliputi tingkat pendidikan, pengalaman 
kerja, kompetensi teknis, keterampilan, kemampuan manajerial, hingga karakteristik personal yang mendukung keberhasilan 
pelaksanaan pekerjaan. Informasi tersebut menjadi pedoman dalam proses rekrutmen, seleksi, pengembangan kompetensi, serta 
perencanaan karier pegawai. 
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Penyusunan spesifikasi jabatan harus didasarkan pada kebutuhan nyata organisasi, bukan semata-mata pada kualifikasi 
individu yang saat ini menduduki jabatan tersebut. Pendekatan ini bertujuan agar persyaratan yang ditetapkan benar-benar 
mencerminkan tuntutan pekerjaan sehingga proses pengadaan pegawai dapat berlangsung secara objektif dan adil. Organisasi 
yang menetapkan spesifikasi jabatan secara tepat akan lebih mudah memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan 
kebutuhan pekerjaan sehingga risiko terjadinya job mismatch dapat diminimalkan. 

Komponen yang terdapat dalam spesifikasi jabatan umumnya meliputi tingkat pendidikan, bidang keahlian, pengalaman 
kerja, kemampuan teknis, kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan pemecahan masalah, integritas, serta 
kompetensi lain yang dibutuhkan sesuai karakteristik jabatan. Pada era transformasi digital, banyak organisasi juga mulai 
memasukkan kompetensi digital sebagai salah satu persyaratan penting karena hampir seluruh aktivitas administrasi telah 
memanfaatkan teknologi informasi. 

Dalam konteks instansi pemerintah, penyusunan spesifikasi jabatan menjadi bagian penting dalam sistem merit yang 
menekankan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki. Melalui sistem tersebut, proses promosi, 
mutasi, maupun pengembangan karier dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan berdasarkan pertimbangan 
subjektif. Dengan demikian, spesifikasi jabatan tidak hanya mendukung efektivitas pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga 
mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang profesional. 

Sebagai contoh, pada jabatan staf administrasi keuangan di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, spesifikasi 
jabatan mencakup latar belakang pendidikan yang relevan di bidang administrasi, akuntansi, atau manajemen, kemampuan 
mengoperasikan aplikasi perkantoran, ketelitian dalam mengelola dokumen keuangan, kemampuan bekerja sama dalam tim, 
serta pemahaman terhadap prosedur administrasi pemerintahan. Persyaratan tersebut disusun agar pegawai mampu 
melaksanakan tugas secara efektif sesuai standar yang berlaku. 
Untuk memberikan gambaran mengenai unsur-unsur spesifikasi jabatan, hasil kajian disajikan pada Tabel 4. 
 
Tabel 5. Komponen Spesifikasi Jabatan 

Komponen  Uraian   
Pendidikan  Jenjang dan bidang Pendidikan yang dipersyaratkan 
Pengalaman Kerja Lama pengalaman sesuia bidang pekerjaan 
Pengetahuan  Penguasaan terhadap bidang kerja dan regulasi terkait 
Keterampilan  Kemampuan teknis maupun administrative 
Kompetensi Kompetensi teknis, manajerialdan sosial kultural 
Karakteristik Individu Integritas, ketelitian, disiplin, komunikasi, dan kerja sama 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dipahami bahwa spesifikasi jabatan merupakan pedoman penting dalam memperoleh 
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Penyusunan spesifikasi jabatan yang tepat akan meningkatkan 
efektivitas proses rekrutmen sekaligus mengurangi risiko kesalahan penempatan pegawai. 

 
6. Pemetaan Kompetensi Jabatan  

Pemetaan kompetensi jabatan merupakan proses mengidentifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh pemegang 
jabatan agar mampu melaksanakan tugas secara efektif. Kompetensi tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan 
teknis, tetapi juga meliputi kemampuan manajerial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, serta kemampuan 
beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Melalui pemetaan kompetensi, organisasi dapat memastikan bahwa setiap 
pegawai ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan 
produktivitas dan kualitas pelayanan (Armstrong, 2021; Dessler, 2020). 

Pada instansi pemerintah, pemetaan kompetensi menjadi bagian penting dalam penerapan sistem merit sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penempatan pegawai berdasarkan 
kompetensi diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur, mendukung pengembangan karier, serta menciptakan 
sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih objektif dan transparan. 

Berdasarkan studi kasus pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, jabatan Staf Administrasi Keuangan 
memerlukan kombinasi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan digital. Kompetensi teknis diperlukan untuk 
melaksanakan proses administrasi keuangan dan pengarsipan dokumen. Kompetensi manajerial dibutuhkan dalam mengelola 
pekerjaan sesuai prioritas dan berkoordinasi dengan unit lain. Kompetensi sosial kultural mendukung komunikasi yang efektif 
antarpegawai, sedangkan kompetensi digital diperlukan dalam penggunaan aplikasi perkantoran, pengelolaan arsip elektronik, 
serta sistem administrasi pemerintah. 

 
Tabel 6. Pemetaan Kompetensi Jabatan Staf Administrasi Keuangan 

Jenis Kompetensi Implementasi 
Kompetensi Teknis Pengelolaan dokumen keuangan, verifikasi administrasi, pengarsipan 
Kompetensi Manajerial Perencanaan pekerjaan, koordinasi, penyelesaian tugas 
Kompetensi Sosial Kultural Komunikasi antarunit, pelayanan internal, kerja sama tim 
Kompetensi Digital Microsoft Excel, Microsoft word, SIPD, pengarsipan digital 

Pemetaan kompetensi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya ditentukan oleh 
pembagian pekerjaan yang jelas, tetapi juga oleh kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan tuntutan jabatan. Oleh karena 
itu, hasil pemetaan kompetensi dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program pelatihan, pengembangan pegawai, promosi 
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jabatan, serta evaluasi kinerja sehingga efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan (Cascio & Aguinis, 
2023; Mathis et al., 2021). 

 
7. Penetapan Indikator Kinerja Jabatan 

Indikator kinerja jabatan merupakan ukuran yang digunakan organisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas 
oleh pemegang jabatan. Penyusunan indikator kinerja harus didasarkan pada hasil analisis jabatan sehingga setiap indikator 
memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, tanggung jawab, dan tujuan jabatan. Dengan demikian, proses penilaian kinerja 
dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam praktik manajemen sumber daya manusia, indikator kinerja tidak hanya digunakan sebagai alat evaluasi, tetapi 
juga menjadi dasar pemberian penghargaan, promosi, pelatihan, hingga pengembangan karier. Oleh karena itu, indikator yang 
disusun harus memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound). Penerapan prinsip 
tersebut memastikan bahwa target kinerja dapat dipahami oleh pegawai sekaligus menjadi acuan dalam mengukur tingkat 
keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, indikator kinerja umumnya mencakup aspek kuantitas pekerjaan, kualitas hasil kerja, 
ketepatan waktu penyelesaian tugas, kepatuhan terhadap prosedur, kemampuan bekerja sama, serta tingkat inovasi dalam 
pelaksanaan pekerjaan. Kombinasi berbagai indikator tersebut memungkinkan organisasi memperoleh gambaran kinerja pegawai 
secara lebih menyeluruh. 

Pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, indikator kinerja staf administrasi keuangan dapat diukur melalui 
ketepatan pengarsipan dokumen, tingkat kelengkapan administrasi, kecepatan penyelesaian dokumen, kepatuhan terhadap 
prosedur administrasi, serta kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja lain. Indikator tersebut tidak hanya mengukur jumlah 
pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga kualitas hasil kerja yang dihasilkan. 
Tabel 7 menunjukkan contoh indikator kinerja yang dapat digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan suatu jabatan. 
 
Tabel 7. Contoh Indikator Kinerja Jabatan 

Aspek Penilaian Indikator  

Kuantitas  Jumlah pekerjaan yang diselesaikan 
Kualitas  Tingkat ketelitian dan minimnya kesalahan 
Ketepatan Waktu Penyelesaian pekerjaan sesuai target 
Kepatuhan  Kesesuaian dengan prosedur dan regulasi 
Kerja sama Kemampuan berkoordinasi dengan unit lain 
Inovasi  Kemampuan memberikan perbaikan proses kerja 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan indikator kinerja yang mengacu pada analisis jabatan mampu 
meningkatkan objektivitas penilaian pegawai. Selain itu, indikator yang jelas memberikan arah bagi pegawai mengenai target 
yang harus dicapai sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu 
melakukan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja agar tetap sesuai dengan perkembangan tugas dan perubahan 
kebutuhan organisasi. 
 
8. Evaluasi Jabatan dalam Meningkatkan Objektivitas Pengelolaan SDM 

Evaluasi jabatan merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai relatif setiap jabatan dalam suatu organisasi 
berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab, kompetensi yang dipersyaratkan, kondisi kerja, serta kontribusi jabatan 
terhadap pencapaian tujuan organisasi. Berbeda dengan analisis jabatan yang berfokus pada identifikasi isi pekerjaan, evaluasi 
jabatan bertujuan memberikan penilaian terhadap nilai suatu jabatan sehingga organisasi dapat menyusun sistem kompensasi, 
pengembangan karier, dan struktur organisasi secara lebih adil dan objektif. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi jabatan memiliki peranan strategis dalam menciptakan prinsip internal equity, 
yaitu kesesuaian antara nilai suatu jabatan dengan penghargaan yang diterima oleh pemegang jabatan. Apabila evaluasi jabatan 
dilakukan menggunakan kriteria yang jelas dan terukur, maka perbedaan kompensasi maupun jenjang karier akan lebih mudah 
diterima oleh pegawai karena didasarkan pada nilai pekerjaan, bukan pada individu yang menduduki jabatan tersebut. Kondisi 
ini dapat meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap sistem manajemen SDM sekaligus memperkuat motivasi kerja. 

Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk melakukan evaluasi jabatan, yaitu metode 
pemeringkatan (ranking method), klasifikasi jabatan (job classification), perbandingan faktor (factor comparison), dan metode 
poin (point factor method). Masing-masing metode memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pemilihannya harus 
disesuaikan dengan ukuran organisasi, kompleksitas pekerjaan, serta tujuan evaluasi yang ingin dicapai. 

 
Tabel 8. Perbandingan Metode Evaluasi Jabatan 

Metode Karakteristik  Kelebihan  Kelemahan  
Ranking Method Mengurutkan jabatan berdasarkan 

Tingkat kepentingan 
Mudah diterapkan Bersifat subjektif 

Job Classification Mengelompokan jabatan dalam 
kelas tertentu 

Sesuai organisasi besar Kurang fleksibel 
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Factor Comparison Membandingkan faktor utama 
setiap jabatan 

Lebih rinci Proses relatif kompleks 

Point Factor Memberikan bobot pada setiap 
faktor jabatan 

Objektif dan terukur Membutuhkan waktu lebih 
lama 

Metode Point Factor merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan karena mampu mengurangi unsur 
subjektivitas dalam proses penilaian. Setiap jabatan dinilai berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti tingkat pendidikan, 
pengalaman kerja, tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, kemampuan pemecahan masalah, serta kondisi kerja. Masing-
masing faktor diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya sehingga nilai akhir jabatan diperoleh melalui akumulasi seluruh 
skor faktor. 

Penerapan evaluasi jabatan juga memberikan manfaat bagi organisasi dalam menyusun jenjang karier yang lebih 
transparan. Pegawai dapat memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan tertentu sehingga proses 
promosi lebih didasarkan pada kompetensi dan pencapaian kinerja. Dengan demikian, evaluasi jabatan tidak hanya berfungsi 
sebagai dasar penyusunan sistem kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan sumber daya manusia yang 
berkelanjutan. 

 
9. Analisis Beban Kerja sebagai Dasar Perencanaan Kebutuhan Pegawai 

Selain analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja (workload analysis) merupakan komponen penting dalam 
pengelolaan sumber daya manusia. Analisis beban kerja bertujuan mengukur jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 
setiap jabatan dalam periode tertentu sehingga organisasi dapat menentukan kebutuhan pegawai secara lebih akurat. Informasi 
tersebut menjadi dasar dalam penyusunan formasi pegawai, redistribusi pekerjaan, maupun perencanaan pengembangan 
organisasi. 

Pelaksanaan analisis beban kerja diawali dengan identifikasi seluruh aktivitas kerja yang dilakukan oleh pemegang 
jabatan. Setiap aktivitas kemudian diukur berdasarkan frekuensi pelaksanaan, waktu penyelesaian, tingkat kesulitan, serta standar 
waktu yang telah ditetapkan organisasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap total waktu kerja efektif sehingga dapat 
diketahui apakah beban kerja suatu jabatan berada pada kategori rendah, sesuai, atau berlebihan. 

Hasil analisis beban kerja memiliki hubungan yang erat dengan hasil analisis jabatan. Semakin lengkap informasi 
mengenai tugas dan tanggung jawab suatu jabatan, semakin akurat pula hasil pengukuran beban kerja yang diperoleh. Oleh 
karena itu, kedua proses tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai 
dasar pengambilan keputusan di bidang manajemen sumber daya manusia. 

Sebagai ilustrasi, apabila seorang staf administrasi keuangan memiliki rata-rata waktu kerja efektif sebanyak 1.250 jam 
per tahun, sedangkan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tugas mencapai 1.550 jam per tahun, maka 
organisasi dapat menyimpulkan bahwa beban kerja pada jabatan tersebut melebihi kapasitas normal. Kondisi tersebut dapat 
diatasi melalui redistribusi pekerjaan, penyederhanaan proses administrasi, atau penambahan jumlah pegawai sesuai kebutuhan 
organisasi. 

 
Tabel 9. Contoh Analisis Beban Kerja 

Komponen  Hasil  
Waktu Kerja Efektif/Tahun 1.250 jam 
Total Beban Kerja  1.550 jam 
Selisih Beban Kerja 300 jam 
Kategori Beban kerja tinggi 
Rekomendasi  Redistribusi tugas atau penambahan pegawai 

Melalui analisis beban kerja, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya manusia secara lebih efisien sehingga tidak 
terjadi ketimpangan distribusi pekerjaan antarpegawai. Selain meningkatkan produktivitas, penerapan analisis beban kerja juga 
mampu mengurangi risiko kelelahan kerja (work overload) yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan organisasi. 

 
10. Implementasi Analisis dan Evaluasi Jabatan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 

Implementasi analisis dan evaluasi jabatan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa 
kedua proses tersebut memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi pemerintahan. 
Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, pelaksanaan tugas administrasi keuangan dilaksanakan melalui pembagian 
pekerjaan yang telah disesuaikan dengan fungsi masing-masing jabatan sehingga setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang 
jelas. 

Pada Subbagian Keuangan, analisis jabatan tercermin melalui pembagian tugas administrasi, seperti pemeriksaan 
kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), pengarsipan dokumen keuangan, pencatatan administrasi, pengelolaan 
dokumen pertanggungjawaban, serta koordinasi dengan bidang terkait. Pembagian tersebut membantu memperjelas alur kerja 
sehingga proses administrasi dapat berlangsung lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri ketika diperlukan dalam 
proses audit maupun pemeriksaan internal. 

Selain itu, evaluasi jabatan terlihat melalui pembagian tingkat tanggung jawab sesuai kedudukan masing-masing 
pegawai. Pegawai pelaksana bertanggung jawab terhadap penyelesaian administrasi sesuai prosedur, sedangkan pejabat 
struktural memiliki kewenangan melakukan pengawasan, verifikasi, serta pengambilan keputusan administratif. Pembagian 
tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang mendukung terciptanya tata 
kelola organisasi yang efektif. 
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Hasil implementasi tersebut menunjukkan bahwa analisis jabatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, 
tetapi menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Informasi mengenai tugas, kompetensi, dan 
tanggung jawab yang dihasilkan melalui analisis jabatan juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja serta evaluasi 
terhadap efektivitas pelaksanaan pekerjaan. 
Tabel 10. Implementasi Analisis dan Evaluasi Jabatan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 

Aspek Implementasi  Dampak  
Analisis Jabatan Pembagian tugas sesuai fungsi unit kerja Tugas lebih jelas dan terarah 
Deskripsi Jabatan  Uraian tugas terdokumentasi Mengurangi tumpang tindih pekerjaan 
Spesifikasi Jabatan Penyesuaian kompetensi pegawai Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas 
Evaluasi Jabatan Pembagian tanggung jawab berdasarkan 

struktur organisasi 
Meningkatkan objektivitas pengelolaan 
SDM 

Analisis Beban Kerja Identifikasi volume pekerjaan Membantu perencanaan kebutuhan 
pegawai 

Secara keseluruhan, implementasi tersebut menunjukkan bahwa integrasi analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis 
beban kerja mampu mendukung efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Kejelasan 
pembagian tugas, kompetensi, tanggung jawab, serta kewenangan memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses 
administrasi, peningkatan koordinasi antarunit, dan kualitas pelayanan publik. 

 
11. Sintesis Hasil Penelitian dan Kontribusi terhadap Efektivitas Organisasi 

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan implementasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, dapat diketahui 
bahwa analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dalam 
membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Analisis jabatan menghasilkan informasi mengenai tugas, 
tanggung jawab, wewenang, kompetensi, serta hubungan kerja yang menjadi dasar penyusunan deskripsi jabatan dan spesifikasi 
jabatan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi jabatan untuk menentukan nilai relatif 
setiap jabatan berdasarkan tingkat tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan 
organisasi. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi analisis jabatan sangat dipengaruhi oleh 
konsistensi organisasi dalam memperbarui informasi jabatan sesuai perkembangan lingkungan kerja. Organisasi yang melakukan 
pembaruan secara berkala memiliki pembagian tugas yang lebih jelas, koordinasi kerja yang lebih efektif, serta sistem penilaian 
kinerja yang lebih objektif. Sebaliknya, organisasi yang tidak melakukan pembaruan analisis jabatan cenderung mengalami 
ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan tuntutan pekerjaan sehingga berpotensi menurunkan produktivitas 
organisasi. 

Implementasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat memperlihatkan bahwa penyusunan uraian tugas yang 
jelas mampu mendukung kelancaran administrasi keuangan melalui pembagian tugas yang terstruktur, pengarsipan dokumen 
yang sistematis, serta koordinasi yang lebih efektif antarunit kerja. Selain meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, 
penerapan analisis jabatan juga memberikan kemudahan dalam proses evaluasi kinerja karena setiap pegawai telah memiliki 
indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa analisis jabatan 
tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mendukung pengambilan 
keputusan di bidang manajemen sumber daya manusia. Integrasi antara analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, 
dan indikator kinerja mampu menciptakan sistem pengelolaan SDM yang lebih objektif, transparan, adaptif, dan berorientasi 
pada peningkatan kinerja organisasi. 
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KESIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis jabatan dan evaluasi jabatan memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia, baik pada organisasi sektor publik maupun sektor swasta. Melalui 
analisis jabatan, organisasi memperoleh informasi yang komprehensif mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, hubungan 
kerja, kompetensi, serta indikator kinerja yang diperlukan dalam setiap jabatan. Informasi tersebut menjadi landasan bagi 
penyusunan deskripsi jabatan (job description), spesifikasi jabatan (job specification), sistem rekrutmen, pelatihan, penilaian 
kinerja, hingga pengembangan karier pegawai. Dengan demikian, analisis jabatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen 
administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang manajemen sumber 
daya manusia. 

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa evaluasi jabatan melengkapi fungsi analisis jabatan melalui penentuan nilai relatif 
setiap jabatan berdasarkan tingkat tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, kompetensi yang dipersyaratkan, serta kontribusi 
jabatan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penerapan evaluasi jabatan yang dilakukan secara objektif mampu meningkatkan 
keadilan internal dalam organisasi, mendukung penyusunan sistem kompensasi yang proporsional, serta memberikan dasar yang 
lebih transparan dalam proses promosi, mutasi, dan pengembangan karier. Integrasi antara analisis jabatan dan evaluasi jabatan 
menghasilkan sistem pengelolaan SDM yang lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. 

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa analisis beban kerja dan penyusunan indikator kinerja merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari implementasi analisis dan evaluasi jabatan. Analisis beban kerja membantu organisasi menentukan 
kebutuhan pegawai berdasarkan volume pekerjaan yang sebenarnya, sedangkan indikator kinerja menjadi alat untuk mengukur 
pencapaian tugas secara objektif. Keterpaduan seluruh komponen tersebut memungkinkan organisasi melakukan pengelolaan 
sumber daya manusia secara lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja. 

Implementasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa penerapan analisis dan evaluasi 
jabatan memberikan manfaat nyata dalam memperjelas pembagian tugas, meningkatkan koordinasi antarunit kerja, mendukung 
pengelolaan administrasi keuangan yang lebih tertib, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan. Temuan tersebut 
mengindikasikan bahwa penerapan analisis dan evaluasi jabatan secara konsisten mampu meningkatkan kualitas tata kelola 
organisasi sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, organisasi disarankan untuk melakukan pembaruan analisis jabatan secara berkala agar 
tetap sesuai dengan perkembangan teknologi, perubahan proses bisnis, dan dinamika organisasi. Selain itu, evaluasi jabatan perlu 
dilaksanakan secara konsisten dengan menggunakan metode yang objektif dan terukur sehingga mampu menciptakan sistem 
pengelolaan sumber daya manusia yang adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris melalui pengumpulan data lapangan sehingga hubungan antara analisis 
jabatan, evaluasi jabatan, dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dapat diuji secara kuantitatif maupun melalui studi 
kasus pada berbagai jenis organisasi. 
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